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ABSTRAK
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN
BATUAN ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI KABUPATEN OGAN ILIR

Pertambangan Batuan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam
yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi
masyarakat. Namun, dalam praktiknya kegiatan tersebut sering dilakukan tanpa izin
resmi sehingga menimbulkan permasalahan hukum dan dampak terhadap lingkungan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak kegiatan pertambangan Batuan
ilegal di Kabupaten Ogan llir serta menganalisis penegakan hukum terhadap tindak
pidana pertambangan ilegal berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Metode yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui pengumpulan
data primer berupa wawancara dan observasi serta data sekunder dari peraturan
perundang-undangan dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pertambangan Batuan ilegal memberikan dampak positif berupa peningkatan
pendapatan masyarakat, namun juga menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan
lingkungan, penurunan kualitas tanah, dan pendangkalan sungai. Penegakan hukum
telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, tetapi belum berjalan optimal karena
rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta faktor
ekonomi yang mendorong masyarakat tetap melakukan aktivitas pertambangan ilegal.
Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang lebih
tegas, serta pembinaan kepada masyarakat agar kegiatan pertambangan dapat

dilakukan secara legal dan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Pertambangan llegal, Galian Golongan C, Ogan llir.
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ABSTRACT
LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL MINING OF CLASS C
MINERALS IN ACCORDANCE WITH LAW NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING MINERAL AND COAL MINING IN OGAN ILIR REGENCY

Class C mining is a form of natural resource utilisation that can provide economic
benefits and create jobs for the community. However, in practice, these activities are
often carried out without official permits, resulting in legal issues and environmental
damage. This study aims to analyse the impact of illegal rock mining in Ogan Ilir
Regency and the law enforcement measures taken against illegal mining crimes, as set
out in Law Number 2 of 2025 concerning Mineral and Coal Mining. The study
employed an empirical legal research method with a sociological juridical approach,
collecting primary data through interviews and observations, as well as secondary
data from laws, regulations, and related literature. The results of the study show that,
while illegal Class C mining has a positive impact in the form of increased community
income, it also has negative impacts such as environmental damage, soil degradation
and river siltation. Although law enforcement has been carried out by officials, it has
not been optimal due to low public awareness of the law, limited supervision and

economic factors encouraging the community to continue mining.

Keywords: Law Enforcement, Illegal Mining, Class C Quarrying, Ogan llir.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam
yang melimpah dan tanah yang subur. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 33
ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang
menyebutkan bahwa sistem perekonomian disusun sebagai usaha bersama
dengan berlandaskan pada asas kekeluargaan. Ayat (3) menyatakan bahwa bumi,
air, dan seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya berada di bawah
kekuasaan negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan
rakyat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap pemanfaatan sumber daya
alam, termasuk pertambangan, wajib dilakukan secara bertanggung jawab dan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Aktifitas Pertambangan batuan rakyat yang ada di kabupaten Ogan Ilir
merupakan usaha yang dilakukan oleh perseorangan, dengan demikian terjadi
geliat sosial ekonomi di masyarakat. Sosial ekonomi masyarakat yaitu berupa
meningkatnya pendapatan dan terbukanya kesempatan usaha bagi masyarakat di
desa setempat. Fenomena ini memunculkan dua pandangan di masyarakat.
Sebagian menganggap kegiatan penambangan sebagai sumber pencaharian yang
membantu memenuhi kebutuhan hidup, sementara sebagian lainnya menilai

bahwa aktivitas tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, khususnya



pada kawasan sungai dan area pasca tambang. Kondisi ini menunjukkan adanya
dilema antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kewajiban menjaga
kelestarian lingkungan. Diperlukan peran aktif pemerintah untuk melakukan
pembinaan, pengawasan, dan penertiban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara telah mengalami
perkembangan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai
perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang
ini merupakan penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya, termasuk Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2020, dengan menekankan penguatan tata kelola
pertambangan, sistem perizinan terintegrasi, serta peningkatan nilai tambah
melalui hilirisasi. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan kegiatan
pertambangan batuan yang dilakukan tanpa izin di Kabupaten Ogan llir.
Kegiatan ini tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga menimbulkan

dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan masyarakat.

Undang undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan
batubara Pasal 35 berbunyi, Kegiatan usaha pertambangan hanya dapat
dilakukan apabila telah memperoleh Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk melimpahkan pemberian
Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada poin (2) kepada Pemerintah

Provinsi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Undang-Undang Nomor 2 tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang

undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal

1 dalam undang undang ini yang dimaksud dengan:

1.

Pertambangan merupakan serangkaian aktivitas yang mencakup sebagian
atau keseluruhan tahapan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya mineral atau batubara. Tahapan ini meliputi penyelidikan awal,
eksplorasi, analisis kelayakan, pembangunan infrastruktur, proses
penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau
pemanfaatan, serta pengangkutan, penjualan, hingga kegiatan pasca
penambangan.

. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk secara alami melalui

proses geologi, memiliki karakteristik fisik dan kimia tertentu, serta memiliki
struktur kristal yang teratur atau merupakan kombinasi dari unsur-unsur yang
menyusun batuan, baik dalam bentuk padat maupun terfragmentasi.
Batubara merupakan hasil pembentukan alami dari sisa tumbuhan berupa
endapan senyawa organik yang mengandung karbon.

Pertambangan Mineral merujuk pada kegiatan pengambilan atau ekstraksi
mineral yang berbentuk biji maupun batuan, dengan pengecualian terhadap
sumber daya seperti panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.
Pertambangan Batubara adalah aktivitas penggalian terhadap lapisan karbon
alami yang terdapat di dalam tanah, termasuk jenis bitumen padat, gambut,
dan batuan yang mengandung unsur aspal.

Usaha Pertambangan merupakan rangkaian proses dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sumber daya mineral atau batubara, yang meliputi tahapan
seperti penyelidikan umum, eksplorasi, analisis kelayakan, konstruksi,
proses penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan
dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan, hingga aktivitas
pascatambang.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dikenai pidana atas suatu perbuatan,

kecuali jika perbuatan tersebut telah diatur sebagai tindak pidana dalam

ketentuan hukum pidana yang berlaku sebelumnya.

Asas legalitas (principle of legality) menunjukkan bahwa sebuah

perbuatan tidak dapat dianggap sebagai kejahatan ataupun dijatuhi sanksi pidana



apabila belum diatur sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip

ini dalam bahasa Latin disebut nullum delictum nulla poena sine praevia lege,

yang berarti "tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa adanya aturan
hukum yang mendahului.” Asas ini mencakup tiga pokok pemahaman, yaitu:

1. Suatu tindakan hanya dapat dikenai sanksi pidana jika telah secara tegas
dinyatakan sebagai tindak pidana dalam undang-undang sebelum tindakan
tersebut dilakukan.

2. Penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak boleh didasarkan
pada penafsiran analogi atau kiasan hukum.

3. Aturan dalam hukum pidana tidak boleh diterapkan ke peristiwa yang terjadi
sebelum ketentuan tersebut ditetapkan atau diberlakukan.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 158 menyatakan bahwa siapa pun
yang melakukan kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam
Pasal 35, dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara maksimal 5
(lima) tahun dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah).

Menurut Salim HS, beliau menjelaskan bahwa kegiatan penambangan
pasir, yang umum dikenal sebagai penambangan galian C, termasuk dalam
kategori usaha pertambangan rakyat dan harus disertai dengan lzin

Pertambangan Rakyat (IPR). IPR adalah izin yang diberikan untuk menjalankan

kegiatan pertambangan di wilayah tertentu, yang mencakup aktivitas seperti

! Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, cet.8, 84-86.



eksplorasi, eksploitasi, produksi, pemurnian, hingga penjualan hasil tambang.
Kegiatan ini dilakukan dengan peralatan sederhana dan tidak melibatkan
teknologi canggih, berbeda dengan perusahaan pertambangan besar yang
menggunakan peralatan modern dan modal besar. Pertambangan rakyat biasanya
dilakukan dalam area terbatas dan dengan investasi yang juga terbatas.
Ketentuan mengenai IPR seringkali tidak diindahkan oleh masyarakat, sehingga
banyak kegiatan pertambangan galian C berlangsung tanpa izin resmi. Hal inilah
yang menimbulkan permasalahan hukum dan lingkungan yang cukup serius di
Kabupaten Ogan Ilir.?

Melihat kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan.
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana
penegakan hukum terhadap aktivitas pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten
Ogan |lir, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini juga diharapkan
dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah, khususnya Pemerintah
Kabupaten Ogan lIlir dan Dinas Lingkungan Hidup, agar dapat melakukan
tindakan penertiban secara optimal terhadap kegiatan penambangan ilegal yang
masih marak terjadi. Adanya penelitian ini yang berjudul “Penegakan Hukum

Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Batuan Ilegal Menurut Undang Undang

2 Salim HS. (2014). Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara, Jakarta: Sinar Grafika.
cet.2, 315-317.



Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan mineral dan batubara Di kabupaten

Ogan Ilir”.

. Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan pada bagian latar belakang di atas, maka
rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana dampak kegiatan pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten
Ogan Ilir menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara?

2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana
pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku?

. Ruang Lingkup
Penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap dua aspek pokok, dampak
kegiatan pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir menurut ketentuan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara, dan pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana
pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan llir, tetapi tidak menutup
kemungkinan akan disinggung pula hal-hal lain yang masih memiliki keterkaitan

dengan pokok bahasan skripsi ini.



D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengidentifikasi dan
menjelaskan mengenai dampak kegiatan pertambangan Batuan ilegal di
Kabupaten Ogan Ilir menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pertambangan Mineral dan Batubara, dan pelaksanaan penegakan hukum
terhadap tindak pidana pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Manfaat yang hendak diraih melalui penelitian ini antara lain sebagai
berikut:
1. Manfaat Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
menjelaskan solusi atas permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti serta
memperkaya wawasan dalam bidang Hukum Pidana.
2. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas
dan dapat dijadikan acuan dalam pengembangan penelitian lebih lanjut

maupun dalam perumusan kebijakan atau peraturan yang relevan.

E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang menjelaskan

keterkaitan antara berbagai konsep spesifik yang memiliki makna yang saling



berhubungan dengan istilah-istilah yang telah ditentukan atau dipahami secara

jelas.

Mengacu pada definisi tersebut, maka bentuk konseptualisasi yang

digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah suatu kegiatan menyelaraskan nilai-nilai
yang tertuang dalam aturan hukum dengan perilaku yang nyata untuk
menciptakan kedamaian dalam pergaulan hidup.®
Secara konseptual, hakikat penegakan hukum terletak pada usaha
untuk menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang telah dituangkan
dalam norma-norma yang kuat, dan direalisasikan melalui tindakan nyata
sebagai bentuk akhir dari penerapan nilai-nilai tersebut. Tujuannya adalah
untuk menciptakan, memelihara, serta menjaga keteraturan dalam kehidupan
sosial. Konsep yang berakar pada landasan filosofis ini membutuhkan
penjelasan lebih rinci agar dapat dimengerti secara lebih jelas dan konkrit.*
2. Tindak Pidana
Dalam KUHP, istilah tindak pidana sering disebut sebagai

strafbaarfeit, namun arti dan tujuannya tidak dijelaskan secara rinci.

® Soerjono Soekanto. (2007). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: Raja Grafindo Persada, cet.16, 72.

*Soerjono Soekanto. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta: Rajawali Pers, Ed.1, 133-134.



Akibatnya, para ahli hukum menggunakan berbagai istilah seperti tindak
pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan delik. Dari semua istilah
tersebut, “tindak pidana” dianggap paling tepat karena memiliki makna
yuridis yang jelas, mudah dipahami dalam praktik, dan paling umum
digunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.’

Tindak pidana atau dalam bahasa belanda dikenal dengan istilah
strafbaarfeit yaitu suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam
dengan hukuman oleh undang-undang (pidana) atau suatu perbuatan yang
oleh hukum pidana dilarangdan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi
siapa saja yang melanggar larangan tersebut.®

3. llegal

llegal dapat diartikan sebagai sesuatu yang melanggar hukum atau
peraturan. Istilah ini sering digunakan dalam konteks kriminal, di mana
seseorang melakukan tindakan yang dianggap melanggar hukum, seperti
pencurian, penipuan, atau penggelapan.’

llegal juga dapat merujuk pada sesuatu yang melanggar peraturan
tertentu, seperti peraturan perusahaan atau aturan yang ditetapkan oleh suatu
lembaga atau organisasi.

4. Pertambangan Batuan

®> Muhamad S Bassar. (1986). Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, Bandung: Remadja Karya, Cet.2, 52.

® Yurizal. (2017). Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia,
Malang: Media Nusa Creative, Cet.1, 66-67.

"«Arti Kata llegal Adalah: Pengertian Dan Contohnya,” Ikatan Dinas, May 19, 2023.
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Pertambangan batuan merupakan kegiatan usaha yang berkaitan
dengan pengelolaan bahan galian berupa batuan yang berasal dari alam.
Kegiatan ini mencakup tahapan penyelidikan, penambangan, pengolahan,
hingga pemurnian apabila diperlukan, serta proses penjualan untuk
dimanfaatkan dalam berbagai kebutuhan, khususnya di sektor konstruksi dan
industri.

Pasal 1 huruf (f) dan (g) Peraturan Daerah Tingkat Il Kabupaten
Banyumas Nomor 39 Tahun 1995 tentang Usaha Pertambangan Bahan
Galian Golongan C yang dimaksud bahan galian golongan C adalah, bahan
galian yang bukan strategis dan bukan vital, sedangkan usaha pertambangan
bahan galian golongan C adalah Usaha pertambangan yang terdiri atas usaha
eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan
bahan galian golongan C.

. Pertambangan Mineral dan Batubara

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, pertambangan
adalah rangkaian kegiatan yang mencakup seluruh tahapan pengelolaan dan
pengusahaan mineral atau batubara, mulai dari penyelidikan umum,
eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan atau
pemurnian, pengembangan atau pemanfaatan, hingga pengangkutan,
penjualan, dan kegiatan pascatambang.

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan
pertambangan, dari sejak kegiatan eksplorasi sampai dengan kegiatan

penetapan tambang (mine clousure).
a. Menumpuknya sampah;
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Terjadi pembongkaran tanah;

Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian;
Terganggunya habitat ikan pada saat panen;
Pencemaran/polusi udara;

Parit mengandung asam.?

N =

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Mengkaji berbagai penelitian sebelumnya dapat menjadi landasan untuk
penelitian ini. Meskipun terdapat kesamaan dalam topik yang dibahas, penelitian
ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok dibandingkan dengan penelitian-

penelitian sebelumnya.

No Nama Judul Permasalahan Hasil Penelitian
Peneliti Penelitian Penelitian
Bagaimana Penelitian ini
dampak dan bertujuan untuk
Dampak pengaruh aktivitas | memahami tujuan,
Aktivitas pertambangan batu | dampak, serta
Pertambangan b_ara terhadap pengaruh aktivitas
Batu Bara lingkungan dgn pertambangan batu
1 | Razi (2021) | Terhadap masyarakat di bara terhadap
Lingkungan Kallmantar_1 Timur, | lingkungan dgn
dan Masyarakat serta solusi apa mas_yarakat di
Kalimantan yang _dapat sekitarnya, guna _
Timur”.? diberikan untuk menemukan solusi
' mengatasi yang tepat terhadap
permasalahan permasalahan yang
tersebut?” ditimbulkan.

8 Joseph F Castrilli, “Environmental Regulation of the Mining Industry in Canada: An
Update of Legal and Regulatory Requirements,” University of British Columbia Law Review 34,
no. 1 (October 1, 2000): 91-158.

® Muhammad Fahrul Razi, "Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap
Lingkungan Dan Masyarakat Kalimantan Timur," llmu Pengetahuan Sosial, (2021): 4.
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Muhammad
Nur
2 | Fatlulloh
et,al

(2019)

Tingkat
Pengetahuan
dan  Perilaku
Ramah
Lingkungan
Penambang
Pasir Di Sungai
Krasak.'

kurangnya
pemahaman dan
perilaku ramah
lingkungan di
kalangan
penambang pasir
serta bagaimana
pengetahuan
mereka
memengaruhi
perilaku tersebut.

Tujuan dari
penelitian ini
adalah: 1) untuk
menilai sejauh mana
pemahaman para
penambang
terhadap isu
lingkungan; 2)
untuk
mengidentifikasi
perilaku penambang
pasir yang
mencerminkan
kepedulian terhadap
lingkungan; dan 3)
untuk menganalisis
pengaruh tingkat
pengetahuan
terhadap perilaku
ramah lingkungan
para penambang
pasir di wilayah
Sungai Krasak.

G. Metode Penelitian

Berdasarkan tujuan dan manfaat penelitian terkait permasalahan di atas,

maka metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis), yaitu penelitian yang mengkaji

bagaimana hukum berlaku dan diterapkan dalam kenyataan di masyarakat.

1. Jenis Penelitian

1 Fta Yuni Lestari, Slamet Sumarto, and Info Artikel, “Indonesian Journal of
Conservation,” Indonesian Journal of Conservation 8, no. 01 (2019): 93-102.
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Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris atau
yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk melihat,
menganalisis, dan memahami pelaksanaan ketentuan hukum (dalam hal ini
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara) terhadap pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan llir,
dengan cara turun langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan logika
deduktif dan induktif, untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai
permasalahan yang diteliti. Penelitian ini menggunakan beberapa
pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Yuridis: Mengkaji ketentuan hukum positif yang
berlaku, seperti UU No. 2 Tahun 2025 dan peraturan turunannya.

b. Pendekatan Sosiologis: Mengkaji penerapan dan penegakan hukum
tersebut dalam praktik di masyarakat, dengan melihat kondisi
faktual dan pendapat pihak terkait.

c. Pendekatan Kasus: Menggunakan contoh kasus atau peristiwa
terkait pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan llir, guna
melihat bagaimana hukum diterapkan, sejauh mana penegakan
hukum berjalan, serta faktor penghambat dan pendukungnya.

d. Pendekatan Konseptual: Menggunakan konsep-konsep dasar
hukum, seperti penegakan hukum, kepatuhan hukum, dan asas-asas
hukum pertambangan, untuk memperkuat analisis terhadap

fenomena yang diteliti.
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2. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari
lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan
dokumentasi dengan responden dan narasumber.

b. Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan oleh peneliti
bukan secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui
sumber lain, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Contoh data
sekunder mencakup buku, jurnal, artikel, majalah, koran, dokumen,
dan peraturan perundang-undangan.

c. Data tersier adalah data yang berasal dari pengumpulan dan
penyusunan ulang data sekunder. Dengan kata lain, data tersier
adalah data dari data sekunder biasanya berupa kompilasi, indeks,
ringkasan, atau daftar referensi yang membantu pengguna
menemukan sumber informasi sekunder atau primer.

3. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa
teknik yang saling melengkapi.
Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan kepada
pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung terkait

pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan Ilir. Wawancara ini
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bertujuan menggali informasi faktual, pandangan, serta pengalaman mereka
terkait pelaksanaan dan penegakan hukum.

Kedua, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi-lokasi yang
menjadi titik aktivitas pertambangan Batuan ilegal. Observasi ini
memungkinkan peneliti mengamati kondisi nyata di lapangan, pola aktivitas
pertambangan, serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat
sekitar. Teknik ini juga berfungsi sebagai verifikasi terhadap data hasil
wawancara dan dokumen tertulis.

Ketiga, peneliti menggunakan dokumentasi, yaitu mengumpulkan berbagai
dokumen dan data sekunder yang relevan. Dokumen tersebut meliputi
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, laporan instansi
pemerintah, penelitian terdahulu, artikel ilmiah, foto lapangan, serta catatan

penelitian.

. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif kualitatif
dengan memadukan logika induktif dan deduktif, yaitu mengolah, menata,
dan menafsirkan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui
wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggambarkan secara
sistematis penerapan ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2025 terhadap pertambangan Batuan ilegal di Kabupaten Ogan llir.
Data dianalisis melalui pengelompokan, reduksi, verifikasi, serta penarikan

kesimpulan berdasarkan empat pendekatan yang digunakan yuridis,
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sosiologis, kasus, dan konseptual sehingga menghasilkan pemahaman yang

utuh mengenai efektivitas pelaksanaan dan penegakan hukum di lapangan.

H. Sistematika Penulisan
Skripsi ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan antara satu bab
dengan bab lainnya, termasuk subbab di dalamnya. Susunan atau sistematika
penulisan skripsi ini secara keseluruhan disajikan sebagai berikut:

Bab | Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang permasalahan,
perumusan masalah, batasan ruang lingkup materi, metode penelitian
yang diterapkan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini, serta
penjelasan mengenai sistematika penulisan.

Bab 1l Bab ini menguraikan kerangka teori yang menjadi dasar dalam
membahas permasalahan yang diangkat dalam skripsi.

Bab 111 Bab ini menjelaskan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang
ditinjau secara normatif berdasarkan data yang diperoleh, lalu
dianalisis secara mendalam.

Bab IV Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang
diberikan penulis.
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